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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 2088/E輸05/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPA鴫N GIANYAR,

里n血bang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor　25　Tahun　2OO9

tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-1angkah

antisipasin}γa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan

Public berkualitas dan prlma;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a perlu menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas

Pendidikan Kabupaten Gianyar;

Mengingat　‥ 1・ Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

. Daerah - daerah Tingkat H dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur qumbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2・ Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor l 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038〉;

3・ Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14　Nomor

6);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T斜hun 2014 Nomor



244’Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang perubahan Kedua

Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah叫embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi

Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2O14 tentang pedoman

StandarPelayanan(Berita Negara Republik Indonesia Tdhun 2015

Nomor 615);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi

Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2O14 tentang pedoman

Penyelenggaraan pengelolaan Pengaduan蹄layanan publik Secara

Nasiona l (Berita Negara Republik Inqonesia Tahun 2O14 Nomor

l170);

7・ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman

Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara

Pelayanan publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17

Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KE S ATU

KEDUA

KETIGA

Menetapkan Kode Etik Pelayanan pada Dinas pendidikan Kabupaten

Gianyar sebaga土mana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Kode Etik Pelayanan sebaga血ana dimaksud pada diktum Kesatu

merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publikdan

komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkamya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Bela垂Daerah

Kabupaten Gianyar.



二三三章二呈ニ　: Keputusan Kepala Dinas ini mulal berlaku pada tangga1 2 Januari

2020.

Ditetapkan di Gianyar

Pada tangga1 26 Desember 2019

KEPALA DINÅS P駐NDIDIKAN

勺∴÷ ∴∴ San ini disampaikan kepada Yth∴

三二夢a心Gianyar.

’雷蛍1 Bupati Gianyar.

二　一二S二Sten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar。

∴二Pektur Kabupaten Gianyar.

三　塁手ala Bagian Hukum Setda Ka屯upaten Gianyar. ¥

一　　二二ま遇.
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LAMPIRAN

轟EPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR　　2O88/E-O5/HK/2019

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN

KÅBUPATEN GIANYAR

KODE ETIK P田LAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut,

membina, mengembangkan, dan me叫u叩ung tinggi norma dasar pribadi

sebagai berikut :

1. Jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;

2. Terbuka, yaitu trasparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan

intemal maupun ekstemal;　　　　　　　　’

3. Berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan

berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara,

pemerintah, dan organisasi;

十. Tangguh’yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan,

hambatan, tantangan, anCaman, dan inti midasi dalam bentuk apapun

5. dari pihak manapun;

Berintegritas, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat

6. dan bertanggungJaWab;

professional, yaitu melakukan pekeIjaan sesuai dengan tugas atau

7. keahlian s。rta menCegah terjadinya benturan kepe仕ngan dalam

Pelaksana tugas;

8. Kompeten, yaitu cakap’mamPu’tangkas, berpengetahuan, dan ahli

9, SeSuai criteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekeIjan tertentu;

Tangkas, yaitu melakukan peke垂an dengan cepat, tePat, dan akurat;

1O. Jeli, yaitu melakukan peke両an dengan teliti dan mampu memandang

potensi permasalahan ke垂Serta menemukan pemecahan yang sesuari

ll. Independen, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam

melaksanakan tugas; dan

sederhana, yaitu bersikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas

dan kehidupan seha正hari・



S腰細ndar Pe rilaku

S儀iap Pela‘-an Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan

Publik harus berperilaku sebagai berikut :

1-　Ådil dan tidak diskriminatif;

2・ Bersikap cermat, Santun, dan ramah;

3-　Tegas, Handal) CePatdantepat;

4.王十ofesionalisme;

5-　Tidak mempersulit, dan

6・ Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai

kritik, PrOteS, keluhan, Serta keberatan dari penerima layanan.

He駄句iban Pelayan Publik

Eモh¥‾an Publik w萄ib :

巨　Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

menurut bidang tugasnya masing-maSing;  ’

2・ Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi

atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;

3-　Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun

tegas, reSPOnSive, tranSParan, dan profesionalisme sesuai ketentuan yang

berlaku;

+. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan

Oleh penyelenggara;

5. Memberikan pertanggung 」aWaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

6. MeI可ur可ung tinggi nilai置nilai akuntabilitas dan integritas institusi

Pe nyelen ggara ;

7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;

8・ Proaktif dalam memenuhi kepentingan maayarakat

9-　Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;

10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas

Penyelenggaraan pelayanan publik;

1 1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

12. Membantu maeyarakat dalam memahami hak dan tanggung JaWabnya

Sebagai penerima pelayanan publik;

13・ Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

Penyelenggaraan pelayanan publik;



旺Melaporkan harta kekal-aan, bagi yang w如b menyampaikan Laporan Harta

真eka)▼aan Penl-elenggara Negara (LHKPN胆an

1 5_ Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsise lambat-

lambatnya 3O hari setelah menerima.

Larangan Pelayan Publik

PeぬTan Publik dilarang :

l. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

2_　Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan keruglan maSyarakat;

3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak

atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih胸t,O融emG) kepadak elompok

tertentu / PerOrangan ;

+. Melakukan pungutan tidaksah dalam bentuk apapun dalam

melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, gOIongan, atau Pihak

6.

i菓

8_

Meminta dan atau menerima pembayanan tidak resmi atau pembayaran

di luar ketentuan yang berlaku, SePerti pembe正an komisi’dan ucapan

terimakasih, imbalan (融bacfらsumbangan dan s匂vnisnya yang terkait

dengan tugaS POkok dan fungsl;

Membocorkan informasi atau dokumen yang Wajib dirahasiakan sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan;

Menyalah gunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak

Menghilangkan, memalsukan, dan atau meruSak asset Negara atau

dokumen milik negara/Organisasi yang berhubungan dengan pelayanan

Publik;

9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik Negara untuk kepentingan -

Pribadi;

10. Membocorkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan dan

atau jabatan untuk kepentingan pribadi, gOIongan, atau Pihak lain; dan

1 1. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman

seJaWat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan

untuk keuntungan Pribadi, gOIongan, atau Pihak lain yang secara

langsung atau tidak langsung merugikan Negara.



Penegakan Kode E亀ik

Sanksi yang d王kenakan kepada pelaksana pelayan publik yang melanggar kode

et壬k:

1. ∴Setiap pel盆ng答aran Kode Etik dikenakan sanksi moral sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawal Negeri Sipil.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


